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PUTUSAN
Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sangata, 02 Juli 1977 / umur
43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di RT.003, Desa Mendik I, Kecamatan
Long Kali, Kabupaten Paser (belakang mushola Al Hidayah),
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Modang, 07 Februari 1970 /

umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani
Sawit, tempat tinggal di Mendik Sepang, RT.016, Desa Mendik,
Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November
2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot
dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 1995, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten
Paser, sesuai Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 14 Agustus 1995;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik Tergugat di Mendik Sepang, RT.016, Desa Mendik, Kecamatan
Long Kali, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK |, lahir di Mendik pada tanggal 27 Januari 1998;

b. ANAK I, lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Oktober 2008;

c. ANAK lI, lahir di Paser pada tanggal 05 Januari 2012;

adapun anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak
kedua dan ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya

rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan antara lain:

- Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, seperti Tergugat
sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain;

- Tergugat tanpa alasan yang jelas menyebarkan aib (aurat) Penggugat
kepada seluruh kerabat serta keluarga Penggugat dan Tergugat melalui
media sosial Whatsapp, dan hal tersebut membuat Penggugat merasa
malu dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
layaknya suami dan istri;

- Tergugat seorang pecandu togel online, yang menyebabkan kurangnya
perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan
Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih

kurang pada bulan Mei 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, dan

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih

tinggal di rumah milik almarhum Kakek Penggugat di RT.003, Desa Mendik

I, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah

rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah
tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup
lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

7. Bahwa terdapat kesalahan pada buku nikah, yang mana pada buku
nikah tertulis nama ayah Nae, dan nama ibu Tura, sedangkan yang
sebenarnya adalah nama ayah Tuba, dan nama ibu Nae sebagaimana kartu
keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 6401082406082099 tanggak 29
Januari 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas, yang relaas
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panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Bu
kti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 14

Agustus 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;
Il. Bukti Saksi
1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Mendik Simpang, RT.16,

Desa Mendik 1, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu

Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
milik Tergugat di Mendik Sepang, RT.016, Desa Mendik, Kecamatan
Long Kali, Kabupaten Paser dan telah rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dikaruniai 3 anak;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk
menceraikan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok
sejak Agustus 2018;

- Bahwa penyebab cekcoknya, Tergugat cemburu buta, menuduh
Penggugat punya Pria Idaman Lain;

- Bahwa Tergugat seorang pecandu togel online;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata sudah tidak suka
lagi dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,
Penggugat yang pergi, tinggal di rumah milik almarhum kakek
Penggugat;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan mereka dengan
menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak
berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan;

2. SAKSI Il umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Mendik Simpang,
RT.16, Desa Mendik I, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan
Tergugat selama 1 tahun;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
milik Tergugat di Desa Mendik dan punya 3 anak;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk
menceraikan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan
berdebat keras sejak Agustus 2018;

- Bahwa penyebab cekcoknya, Tergugat tidak peduli dengan
kehidupan rumah tangga, sibuk dengan togel online;

- Bahwa Tergugat seorang bandar togel online;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 6 bulan, Penggugat
pergi, tinggal di rumah milik almarhum kakek Penggugat;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ataupun Kkirim
nafkah;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka dengan
menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun
tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat
hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang
maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang
perkawinan antara lain gugatan cerai, sehingga perkara a quo berada dalam
lingkup kewenangan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini
adalah, apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus
menerus dan tidak ada harapan merukunkannya kembali sebagai pasangan
suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah
tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk
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membuktikan bahwa Penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah
dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai,
bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan
surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat
pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, yang isinya
menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga
dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan
suami isteri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidak
hadirannya tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan
ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir
dan perkara a quo dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat
adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, Tergugat tanpa alasan

yang jelas menyebarkan aib (aurat) Penggugat kepada seluruh kerabat serta
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keluarga Penggugat dan Tergugat melalui media sosial Whatsapp, dan hal
tersebut membuat Penggugat merasa malu dan hubungan antara Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis layaknya suami dan istri, Tergugat seorang
pecandu togel online. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Mei 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah milik
almarhum Kakek Penggugat di RT.003, Desa Mendik |, Kecamatan Long Kali,
Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya
dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya dengan alasan-alasan
tersebut maka Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah
hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara
hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah
mengakui dalil - dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1925
KUH Perdata, terhadap dali-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak
dibantah oleh Tergugat sebagaimana diuraiakan di atas maka segala hal yang
diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi fakta yang
tetap, namun demikian oleh karena ini perkara perceraian maka sesuai maksud
Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan
Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan
bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis berupa
bukti P serta dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagaimana yang akan Majelis Hakim sebutkan
di bawabh ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan di
atas, maka atas bukti tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi
Penggugat, disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah,
didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami
sendiri serta saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud
Pasal 308 dan 309 R.Bg., dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,
Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian
tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebabnya Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang
berlebihan;

- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sibuk dengan togel online;

- Bahwa Tergugat seorang bandar togel online;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020,
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah milik
almarhum Kakek Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan,
selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak
berperkara di persidangan, ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk
bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sulit diwujudkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera
mendapat jalan keluarnya dengan perceraian sebagaimana yang dikehendaki
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah
tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116
Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit
untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan
mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan
suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan
perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah
pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam
Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalag yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang
menyatakan "Islam memilih dengan menempuh jalan perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi,
nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri
atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
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bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga

harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:

tllan]l cd> (e pado dwlaol )
Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 yang
di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ol sl ol raz gl inns cmioladl s laloss caisi 1]
azo YlUau V Loo slsuVl S g

Login TaVl e (oLl s g Laglliol us 6 puiasll plgo
Artinya : " Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri
atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri
tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka

hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan merukunkannya
kembali, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum,
memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan
Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara
suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
sebagaimana Penggugat dengan Tergugat dan Pengadilan sudah berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat
(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap kepersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.
806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Akhmad Adib
Setiawan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. dan
Mochamad Firdaos, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,
Ttd. Ttd.
Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. Mochamad Firdaos, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Panggilan
4. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
JUMLAH : Rp. 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah).
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